PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN

ENGLIMUMAN/ PERATURAN PEMER]

NEGARA DALAM RANGKA KEPABEANAN DAN
CUKAI SECARA ELEKTRONIK

{Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 40/PMK.04/2016, tanggal 22 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka menyempurnakan pena-
tausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan
negara dengan memanfaatkan perkembangan
teknologi informasi, ‘perlu menerapkan pengelo-
laan pembayaran dan/atau penyetoran peneri-
maan negara secara elektronik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka
melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Un-
dang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Pas-
al 7 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Pembayaran Dan/Atau Penyetoran Pe-
nerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan Dan
Cukai Secara Elektronik;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

. Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tamba-
han Lembaran Negara' Republik Indonesia Nomor
4661};

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik indonesia Nomor 3613) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
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Tahun 2007 (Lembarari Negara Republik Indone-
sia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 4755});

3. Peraturan Menteri. Keuangan Nomor 32/PMK.
05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Se-
cara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEM-
BAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN
NEGARA DALAM RANGKA KEPABEANAN DAN CU-
KAl SECARA ELEKTRONIK.

Pasal 1. _
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

‘dengan:
1

Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Un-
dang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean-
an sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan
Dan Cukai yang selanjutnya disebut Penerimaan
Negara adalah penerimaan negara dalam rangka
impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor,
penenmaan negara atas barang kena cukai, dan/
atau penerimaan negara yang berasal dari pen-
genaan denda administrasi atas pengangkutan
barang tertentu yang dipungut oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan
hukum yang menurut ketentuan peraturan pc-
rundang-undangan ditentukan untuk melakukan
pembayaran Penerimaan Negara.

Wajib Setor adalah orang pribadi atau badan hu-
kum yang ditentukan untuk melakukan kewajiban
untuk menerima untuk kemudian menyetorkan
Penerimaan Negara menurut peraturan perun-




10.

1.

12.

13.

14.
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dang-undangan.

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditun-
juk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawab-
kan uang pendapatan negara/daerah dalam rang-
ka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) pada kantor/satuan kerja
kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Bank Persepsi dah Pos Persepsi yang selanjutnya .

disebut Bank/Pos Persepsi adalah penyedia lay-
anan penerimaan setoran Penerimaan Negara se-
bagai collecting agent dalam Sistem Penerimaan
Negara menggunakan surat setoran elektronik.
Pembayaran adalah kegiatan pelunasan Peneri-
maan Negara oleh Wajib Bayar ke Kas Negara
melalui Bank/Pos Persepsi atau melalui Wajib
Setor dalam rangka pemenuhan kewajiban kepa-
beanan dan cukai.

Penyetoran adalah kegiatan menyerahkan seluruh

pembayaran Penerimaan Negara yang diterima |

dari Wajib Bayar ke Kas Negara melalui Bank/Pos
Persepsi.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara untuk menam-
pung seluruh Penerimaan Negara dan untuk
membayar pengetuaran negara.

Sistem Penerimaan Negara adalah sistern peneri-
maan yang memuat serangkaian prosedur mulai
dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran sampai‘ dengan pel-
aporan yang berhubungan dengan penerimaan
negara dan merupakan bagian dari Sistem Peneri-
maan dan Anggaran Negara.

Kode Billing adalah kode identifikasi yang diter-
bitkan oleh sistem billing atas suatu jenis Pem-
bayaran atau Penyetoran yang akan dilakukan
oleh Waijib Bayar atau Wajib Setor.

Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat
NTP, adalah nomor bukti transaksi penyetoran
penerimaan negara yang diterbitkan oleh Kantor
Pos sebagai Pos Persepsi.

Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat
NTB, adalah nomor bukti transaksi penyetoran
penerimaan negara yang diterbitkan oleh bank
sebagai Bank Persepsi.

Bukti Penerimaan

Negara

yang selanjutnya

15.

16.

17.

(1)

disingkat BPN adalah dokumeén yang diterbitkan
oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi peneri-
maan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP
sebagai sarana administrasi lain yang kedudukan-

‘nya disamakan dengan surat setoran pabean, cu-

kai, dan pajak. —
Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selan-
jutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti
transaksi Pembayaran/Penyetoran ke Kas Nega-
ra yang tertera pada BPN yang diterbitkan oleh
sistem seftlement.

‘Kantor Bea dan Cukai adalah kantor dalam ling-

kungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat
dipenuhinya kewajiban pabean-dan cukai sesuai
dengan Peraturan Menteri ini. )

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam ja-
batan tertentu untuk melaksanakan tugas terten-
tu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 2
Jenis-jenis Penerimaan Negara meliputi:
a. Penerimaan Negara dalam rangka impor, ter-
diri dari:
bea masuk;
bea masuk anti dumping;
bea-masuk imbalan;
bea masuk tindakan pengamanan;
bea masuk pembalasan;
bea masuk dalam rangka Kemudahan Im-
por Tujuan Ekspor (KITE); :
7. denda administrasi pabean;
8. pendapatan pabean lainnya;
9. PPN impor;
10. PPh Pasai 22 impor;
i1. PPnBM impor;
12. bunga penagihan PPN; dan
13. penerimaan negara bukan pajak.
b, Penerimaan Negara dalam rangka ekspor, ter-
diri dari: ¢
bea keluar;
denda administrasi bea‘keluar;
bunga bea keluar;
pendapatan pabean lainnya; dan
penerimaan negara bukan pajak.
c. Penerimaan Negara atas barang kena cukai,
terdiri dari:
1. cukai hasil tembakau;
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{2)

(3)

(1)

(4)

cukai etil alkohol;
cukai minuman mengandung etil atkohol;
denda administrasi cukai;
pendapatan cukat lainnya;
pajak rokok; dan
7. penerimaan negara bukan pajak.
Pendapatan pabean lainnya sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri dari:
a. bunga atas bea masuk;
bunga atas denda administrasi pabean;
bunga atas denda administrasi bea keluar;
denda administrasi ekspor selain bea keluar;
bunga atas denda administrasi ekspor selain
bea keluar; dan
f. sanksi administrasi berupa denda atas pelang-
garan pembawaan uang tunai dan/atau instru-
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men pembayaran iain dalam bentuk cek, cek
perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet
giro ke dalam atau ke luar daerah pabean,
Pendapatan cukai lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf e, terdiri dari:
a. bunga atas utang cukai, kekurangan cukai,
dan/atau denda administrasi cukai; dan
b. biaya pengganti pencetakan pita cukai.

Pasal 3
Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan
Negara dilakukan oleh Wajib Bayar atau Wajib
Setor melalui Bank/Pos Persepsi.
Pembayaran Penerimaan Negara atas impor atau
ekspor barang yang dilakukan oleh penumpang,
awak sarana pengangkut, dan pelintas batas,
dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan di
Kantor Bea dan Cukai.
Pembayaran Penerimaan Negara melalui Benda-
hara Penerimaan di Kantor Bea dan Cukai seb-
agaimana dimaksud pada ayat {2}, wajib disetor-
kan ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan
melalui Bank/Pos Persepsi setiap akhir hari kerja
saat Penerimaan Negara tersebut diterima.
Penyetaoran Penerimaan Negara oleh Bendahara
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya dalam
hal:
a. terdapat kendala jam operasional Bank/Pos
Persepsi; atau
b. Penerimaan Negara diterima pada hari libur/
yang diliburkan.

(5)

(2)

Penyetoran Penerimaan Negara oleh Bendahara
Penerimaan dapat dilakukan secara berkala dalam
hal: -

a. layanan Bank/Pos Persepsi yang berada dalam
1 (satu) kota dengan Bendahara Penerimaan
tidak tersedia;

b. kondisi geografis Kantor Bea dan Cukai tidak
memungkinkan untuk melakukan Penyetoran
setiap hari;

c. jarak tempuh antara lokasi Bank/Pos Persepsi
dengan tempat/kedudukan Bendahara Peneri-
maan melampaui waktu 2 (dua) jam; dan/atau

d. biaya yang dibutuhkan untuk melakukan Pe-
nyetoran lebih besar daripada Peneriillaan
Negara yang diperoleh.

Mekanisme Penyetoran Penerimaan Negara se-

cara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), dapat dilakukan setelah mendapatkan izin

dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan.

Pasal 4
Pembayaran Penerimaan Negara melalui Benda-
hara Penerimaan di Kantor Bea dan Cukai seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat
dilakukan dengan menggunakan Electronic Data
Capture (EDC) atau dengan mengkredit ke reken-
ing Bendahara Penerimaan.
Pembayaran Penerimaan Negara sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), Waji’b disetorkan oleh Ben-
dahara Penerimaan ke Kas Negara melalui Bank/
Pos Persepsi paling lama pada hari kerja berikut-
nya sejak Pembayaran telah diterima di rekening
Bendahara Penerimaan dan telah tersedia rincian
datanya.

Pasal b

Wajib Bayar atau Wajib Setor melakukan Pem-
bayaran atau Penyetoran Penerimaan Negara ke
Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Kode
Billing.

Kode Billing sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, diterbitkan oleh sistem billing Direktorat Jen-
deral Bea dan Cukai.

Untuk memperoleh Kode Billing sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan
melakukan perekaman data ke sistem billing Di-
rektorat Jenderal Bea dan Cukai dengan keten-




tuan sebagai berikut: |

a. perekaman data oleh Wajib Bayar atau kua-
sanya atau Pejabat Bea dan Cukai, dilakukan
untuk setiap dokumen dasar Pembayaran Pe-
nerimaan Negara;

b. perekaman data cieh Wajib Setor dapat di-
lakukan untuk setiap dokumen dasar Pem-
bayaran Penerimaan Negara.

{4) Kode Billing sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
mempunyai masa kedaluwarsa.

(5) Dalam hal Kode Billing diperoleh dari perekaman
oleh Waijib Bayar atau kuasanya sebagaimana di-
maksud pada ayat (3} huruf a, Wajib Bayar atau
kuasanya bertanggungjawab atas kelengkapan
dan kebenaran data Pembayaran Penerimaan
Negara.

Pasal 6
Dalam hal Pembayaran Penerimaan Negara
dilakukan dengan menggunakan Kode Billing, tidak
diperlukan pemberian tanda tangan, cap basah, dan/
atau tanda pengesahan lainnya pada dokumen pem-
beritahuan pabean dan/atau cukai.

Pasal 7
(1) Pejabat Bea dan Cukai memberikan pelayanan
kepabeanan dan cukai setelah:

a. NTPN diterima secara elektronik, dalam hal
Wajib Bayar melakukan Pembayaran Peneri-
maan Negara melalui Bank/Pos Persepsi; atau

b. ‘Bendahara Penerimaan memberikan bukti
Pembayaran Penerimaan Negara, dalam hal
Wajib Bayar melakukan Pembayaran Peneri-
maan Negara melalui Kantor Bea dan Cukai.

(2} Pembayaran Penerimaan Negara yang dilakukan
oleh Wajib Bayar melalui Bank/Pos Persepsi meru-
pakan tanda bukti peliunasan kewajiban sesuai
dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN.

(3) Pembayaran Penerimaan Negara yang dilakukan
oleh Wajib Bayar melalui Bendahara Penerimaan

di Kantor Bea dan Cukai, merupakan tanda bukti

p pelunasan kewaijiban sesuai dengan tanggal pada

bukti Pembayaran.

Pasal 8
(1} Pembayaran Penerimaan Negara oieh Waijib Bayar
dapat dilakukan meialui Bendahara Penerimaan di
Kantor Bea dan Cukai, apabila terjadi gangguan
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yang mengakibatkan sistem billing Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat menerbitkan
Kode Billing.
{2) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan
sistem billing Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
_tidak dapat menerima NTPN, pelayanan kepa-
beanan dan cukai dapat diberikan setelah Pejabat
Bea dan Cukai menerima BPN dari Wajib Bayar.

Pasal 9
(1) Transaksi Penerimaan Negara vyang telah
m:andapatkan NTPN dan disetor ke Kas Negara
oleh Wajib Bayar atau Wajib Setor dapat dilaku-
kan koreksi.
{2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, |
dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
“a. belum terjadi rekonsiliasi dengan dokumen
dasar Pembayaran Penerimaan Negar'a; dan/
atau

‘b. tidak mengubah nilai total Pembayaran.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. tata cara Pembayaran Penerimaan Negara di Kan-
tor Bea dan Cukai dan Penyetoran Penerimaan
Negara dari Kantor Bea dan Cukai ke Sistem Pe-
nerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3; :

b. tata cara penerbitan Kode Billing, jangka waktu
kedaluwarsa Kode Billing, dan pembatalan Kode
Billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

¢. tata cara pelayanan kepabeanan dan cukai terkait
dengan Pembayaran Penerimaan Negara secara
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
dan

d. tata cara koreksi atas Transaksi Penerimaan Neg-.
ara yang telah mendapatkan NTPN dan disetor ke |
Kas Negara oleh Wajib Bayar atau Wajib Setor se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur den-
gan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

d Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan-pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-

nesia.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
td.
BAMBANG P. S. BRODJONEGGRC

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WiDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 443

(BN )

UJl COBA TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI,
INFORMATIKA, DAN PENYIARAN

(Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Rl
Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 8 April 2016)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFCRMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka penelitiah\dan penetapan arah
kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi, infor-
matika, dan penyiaran, perlu dilakukan uji coba se-
cara komprehensif terkait perkembangan teknologi
bidang telekomunikasi, informatika, dan penyiaran;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, periu menetapkan Per-
aturan Menteri Komunikasi dan Infarmatika ten-
tang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Infor-
matika, dan Penyiaran;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1999 Nomaor 154, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4232);

"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara {Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 ten-
tang Penyelenggaraan Telekomunikasi {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
107, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 ten-
tang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan
Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Pe-
nyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Pe-
nyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indenesia Nomor 4566);
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia

Hrsiness Mews 3850/ 18-5-3015




